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LEMBARAN DAERAH
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PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 01 TAHUN 2003

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN ANGGARAN 2003

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DUMAI,

Menimbang : bahwa untuk pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kota Dumai Tahun Anggaran 2003
dipandang perlu untuk ditetapkan dengan Peraturan
Daerah berdasarkan ketentuan Pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan
Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak
Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun
1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang
Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 4048);



Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Pajak
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44,
Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang
Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
50, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3829);

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3839);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor
3848);

Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang
Pengurusan Pertanggung Jawaban dan Pengawasan
Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1975 Nomor 5);

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Penyusunan
Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 6);

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang
Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran
Negara Nomor 3952);

Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang
Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4021); :

10.

11,
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Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang
Pengelolaan dari Pertanggung jawaban Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000
Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 108
Tahun 2000 tentang Tata Cara Pertanggung Jawaban
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2000 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4027);

Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun
2000 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang
/ Jasa Instansi Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985
tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1994
tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1996;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570 — 360
tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan
Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984
tentang Langkah Pertama Pensingkronisasian Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 1336
Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
telah diubah dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903 — 379 Tahun
1987 tentang Penggunaan Sistim Digit dalam Pelaksanaan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk
Teknis Tata Usaha Keuangan Daerah;



19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 1998
tentang Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan
Daerah;

20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002

tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan
Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah,
Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan
Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor. 09 Tahun 1999

mperhatikan :

tanggal 22 Oktober 1999 tentang Kedudukan Peraturan
Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai;

1. Surat Edaran Bersama Direktorat Jenderal Anggaran
dan Direktorat Jenderal Pemerintahan Umum
Daerah Nomor : SE-144/A/2000 dan Nomor : 911/
1157/PUMD tanggal 9 Agustus 2000 tentang
Pedoman Teknis Pengalihan Pembiayaan dan
Penyuluhan Dana Anggaran Belanja Rutin bagi
Instansi vertikal Eks Departemen yang dialihkan /
dilimpahkan kepada Pemerintah Daerah;

2. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik
Indonesia Nomor : 903 / 2477 |/ 57 tanggal 5
Desember 2001, perihal Pedoman Umum Penyusunan
dan Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2002;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor : 910/3316/PUOD
tanggal 7 Oktober 1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan
Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun
1998 tentang Bentuk dan Susunan Anggaran
Pendapatan Daerah;

Dengan Persetujuan :

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN
2003.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2002 sebagai berikut :

1. Pendapatan. Rp 239.737.076.000,-
Rp 277.014.385.143,32

Rp (37.277.309.143,32)

2. Belanja
Surplus/(Defisit)

3. Pembiayaan :

a. Penerimaan Rp 39.777.309.143,32
b. Pengeluaran Rp 2.500.000.000,-

Rp 37.277.309.143,32

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
sebagaimana dimaksud dalam pasal 1, tercantum dalam
Lampiran Peraturan Daerah ini yang terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

2. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah;

3. Lampiran III Daftar Rekapitulasi APBD Menurut Bidang
Pemerintahan dan Unit Organisasi
Perangkat Daerah;

4. Lampiran IV Daftar Jumlah Pegawai per Golongan dan
Per Jabatan;



5. Lampiran V  Daftar Investasi (Penyertaan Modal) Daerah;
6. Lampiran VI Daftar Aktiva Tetap Daerah; dan
7. Lampiran VII Daftar Dana Cadangan.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah
ini.

Pasal 4

Sebagai landasan Operasional pelaksanaan, Walikota
menetapkan Keputusan tentang Penjabaran Anggaran,
Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 5
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2003.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya
dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 20 Maret 2003

WALIKOTA DUMALI,
Cap/dto
H.WAN SYAMSIR YUS

Diundangkan di Dumai
Pada tanggal 21 Maret 2003

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,
Cap/dto

MUSTAR EFFENDI
Pembina Utama Muda NIP. 420002673
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